
 

Tesis | 239  

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU-BUKU 

 Adji, Indriyanto Seno, 2009, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum 

Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta. 

Ali, Mahrus, 2013, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, 

Yogyakarta. 

Arifin, Winarsih dan Farida Soemargono, 2001, Kamus Perancis Indonesia, 

Dictionnaire francais-indonesie. Cetakan 4, P.T Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta. 

Asshiddique, Jimly, 2014, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Atmosudirdjo, Prajudi, 1984, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 

Atok, A. Rosyid Al, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara 

Bikameral, Setara Press, Malang. 

Azhary, Muhammad Tahir, 2003, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-

prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta. 

Basah, Sjachran, 2014, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi 

di Indonesia, PT Alumni, Bandung. 

Belinfante, A.D., dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983, Pokok-pokok Hukum 

Tata Usaha Negara, Binacipta, Bandung.  



 

Tesis | 240  

Bruggink, JJ. H., 2015, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh B. Arief 

Sidharta, cetakan ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Budiarjo, Miriam, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. 

Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah, PT. Alumni Bandung. 

Fahrojih, Ikhwan, 2016, Pengawasan Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan 

Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR, Intrans 

Publishing, Malang. 

Fuady,  Munir, 2011, Teori  Negara Hukum Modern (Rechstaat), PT Refika 

Aditama, Bandung. 

Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung. 

Hadjon, Philippus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT 

Bina Ilmu, Surabaya. 

------- dkk, 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas 

Trisakti, Jakarta. 

------- dkk, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta. 

-------, dan Tatiek Sri Djatmiati,  2011, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada 

University Press, cetakan kelima, Yogyakarta. 

-------. dkk, 2012, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta. 

Hakim, Abdul Aziz, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta. 



 

Tesis | 241  

Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional 

dan Internasional, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Harahap, Zairin, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

HS, Salim dan Septiana N, Erlies, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  

IKAHI, Pimpinan Pusat, 2016, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 

Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 

Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, 

Jakarta. 

Indrati, Maria Farida, 2011, Ilmu Perundang-undangan (1), Kanisius, Yogyakarta. 

Indroharto, 1999, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum 

Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi 

Negara, Bogor. 

-------, 2000, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,  

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

-------, 2003, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Buku I, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara,  Pustaka 

Sinar Harapan, Jakarta. 

Kansil, C.S.T, 1982, Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia, 

Erlangga, Jakarta. 

-------, dan S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Media, 

Jakarta. 



 

Tesis | 242  

Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-empiris, Alih Bahasa Drs. H. 

Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta. 

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha 

Negara I, Citra Aditya Bakti, Bandung.  

Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”, 

Prenanda Media Grup, Jakarta.  

Lotulung, Paulus Effendi, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum 

Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

-------, 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AAUPB), Citra Aditya Bhakti, Bandung. 

-------, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Salemba Humanika, 

Jakarta. 

-------, 2013, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) di Mata Paulus Effendi Lotulung, Salemba Humanika, 

Jakarta. 

Lubis, M. Solly, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, 

Bandung. 

Lumbuun, Ronald, 2011, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia), Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan 

Kekuasaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Manan, Bagir, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-hill. Co, 

Jakarta. 



 

Tesis | 243  

Mangkoedilaga, Benjamin, 1988, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu 

Prospek di Masa Datang, Angkasa, Bandung. 

Marbun, S. F, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di 

Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 

-------, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta. 

-------, 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, FH UII Press, 

Yogyakarta. 

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Prenada 

Media Group, Jakarta. 

-------, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cetakan kesembilan, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta. 

Mertokusumo, Sudikno,  2014, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya, 

cetakan kelima, Yogyakarta. 

 Minarno, Nur Basuki, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, 

Yogyakarta.  

MS, Subur, dkk, 2014, Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, 

Genta Publishing, Yogyakarta. 

Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta. 

-------, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 

Muchtar, Suwarma Al, 1999, Peradilan Tata Usaha Negara, Epsilon Grup-

Anggota IKAPI, Bandung. 



 

Tesis | 244  

Muhjad, Hadin, 2014, Komentar terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Genta Publishing, Yogyakarta. 

Mundiri, 2003, Logika, Raja Grafindo Persada, cetakan kedelapan, Jakarta. 

Muslimin, Amrah, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang 

Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung. 

Mustafa, Bachsan, 1990, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

OFM, Alex Lanur, 1983, Logika Selayang Pandang, Kanisius, Yogyakarta. 

Pattiro, Yopie M.I., 2012, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, 

Keni Media, Bandung. 

-------, 2013, Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri 

Sipil, Keni Media, Bandung. 

Permana, Tri Cahya Indra, 2016, Catatan Kritis Terhadap Perluasan 

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Genta Press, 

Yogyakarta. 

Poedjawijatna, I.R.,  1986, Logika Filsafat Berfikir, cetakan kelima, Bina Aksara,  

Jakarta. 

Prakoso, Abintoro, 2015, Hukum, Filsafat Logika, dan Argumentasi Hukum, 

Laksbang Justitia, Surabaya. 

Prins, W.F. dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum 

Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta. 

Purbopranoto, Kuntjoro, 1985, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan 

Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung. 



 

Tesis | 245  

Ranjabar, Jacobus, 2014, Dasar-Dasar Logika, Sebuah Langkah Awal Untuk 

Masuk ke Berbagai Disiplin Ilmu Pengetahuan, Alfabeta, Bandung. 

Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, 

FH UII Press, Yogyakarta. 

-------, 2013, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. 

-------, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta. 

Rifai, Achmad,  2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta. 

-------, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta. 

Sarja, 2016,  Negara Hukum Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta. 

Sidharta, B. Arief, 2010, Pengantar Logika, Sebuah Langkah Pertama 

Pengenalan Medan Telaah, cetakan ketiga, PT Refika Aditama, Bandung 

Soehino, 2000, Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta. 

-------, 2008, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Cetakan Kelima, 

Liberty, Yogyakarta. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjuan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Soemitro, Rochmat, 1976, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak 

di Indonesia, PT Eresco, Bandung. 

Soetami, A. Siti, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Refika 

Aditama, Bandung. 

Suhendar, 2015, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum 

Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi, Setara 

Press, Malang. 



 

Tesis | 246  

Tjandra, W. Riawan, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Revisi 

III, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.  

-------, 2008, Hukum Administrasi Negara, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta. 

Utrecht, E dan Moh Saleh Djindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 

PT Ikhtiar Baru-Anggota IKAPI, Jakarta. 

-------, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT Ikhtiar Baru-

Anggota IKAPI, Jakarta. 

Wiratno, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Universitas Trisakti, 

Jakarta. 

Wijoyo, Suparto, 2005, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi 

(Peradilan Tata Usaha Negara), Airlangga University Press, Surabaya. 

Wiyono, R., 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta. 

-------, 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 

Yuliandri, 2013, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang 

Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Yang Berkelanjutan, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 Yuslim, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Zamzuri, 1985, Tindak Pemerintah (Bestuurhandeling), Al Hikmah, Yogyakarta. 

 

B.  JURNAL, DISERTASI, DAN KARYA ILMIAH LAINNYA.  

Atmasasmita, Romli, 2015, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara 

Negara: Suatu Catatan Kritis Atas UU RI nomor 31 Tahun 2014 tentang 



 

Tesis | 247  

Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (makalah), disampaikan pada 

Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta 

pada tanggal 26 Maret 2015. 

Attamimi, A. Hamid  S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik  Indonesia 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis 

Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun 

Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

Elpah, Dani, 2010, Perincian dan Penormaan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik, (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 

Surabaya. 

-------,  2014, Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara 

Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan, Laporan 

Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. 

-------, dan Budi Suhariyanto, 2016, Resume Hasil Penelitian Titik Singgung 

Kewenangan Antara PTUN Dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang, Penelitian 

Hukum Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Jakarta. 

Fakhrullah, Zudan Arif, 2015, Tindakan Hukum Bagi Aparatur Pnyelenggara 

Pemerintahan, (Makalah), disampaikan pada Seminar Nasional HUT 



 

Tesis | 248  

IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 

2015. 

Hadjon, Philipus M., 2015, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks 

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 

(Makalah), Surabaya. 

-------, 2017, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, (makalah), 

disampaikan pada Seminar HUT PERATUN, Jakarta. 

Marzuki, H.M. Laica, 2017, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan 

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI, makalah disampaikan 

dalam Seminar HUT Peratun, Jakarta. 

Wahyunadi, Yodi Martono, 2016, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha 

Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan, (Disertasi) Universitas Trisakti, Jakarta. 

Wibowo, Richo Andi, Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan 

Kaitannya dengan Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, 

Maret 2016. 

Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di 

Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 

Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jurnal Hukum 

dan Peradilan Volume 4, Nomor 3, November 2015. 

 

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik 



 

Tesis | 249  

Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tanggal 9 April Tahun 1957. 



 

Tesis | 250  

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/Peperpu/013/1958 

tanggal 16 April 1958. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara 

dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. 

 

D. PUTUSAN PENGADILAN 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-X/2012. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88K/Kr/1969. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: l l/K/TUN/1992. 

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 1340 K/Pid/1992. 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/Pid/2003. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor:  977 K/PID/2004. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 K/PID/2004. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2016. 

Putusan PT. TUN Medan Nomor: 176/B/2015/PT TUN-MDN. 

Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT. 

Putusan PTUN Jakarta Nomor:156/G/2015/ PTUN-JKT. 

Putusan PTUN Jakarta Nomor:250/P/PW/2015/PTUN-JKT. 

Putusan PTUN Medan Nomor:  25/G/2015/PTUN-MDN. 

Putusan PTUN Medan Nomor: 85/G/2015/PTUN.MDN. 

Putusan PTUN Palangkaraya Nomor:15/P/PW/2016/ PTUN.PLK. 



 

Tesis | 251  

E. RISALAH UNDANG-UNDANG DAN NASKAH AKADEMIK.  

Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Risalah 

Undang-Undang), Januari 1996. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tanpa 

tahun. 

Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan, 2014. 

 

F. SUMBER LAINNYA.  

https://news.detik.com/berita/d-2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-

mengudeta-pemberantasan-korupsi, diunduh pada 10 September 2016. 

https://news.detik.com/berita/d-2873356/begini-rumitnya-pemberantasan-korupsi-

pasca-lahirnya-uu-administrasi, diunduh pada 10 September 2016. 

 


